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	The press, as an information medium, is a tool for conveying or obtaining various important information, such as political, entertainment, social, and other issues. Through the press, people can learn or obtain useful information. Meanwhile, the press, as an educational medium, means that the information or news disseminated through the media also serves to educate, contain truth, educate, and encourage good deeds. Freedom of the press constitutes one of the fundamental pillars of democracy and the rule of law. In Indonesia, press freedom is constitutionally guaranteed under Articles 28E and 28F of the 1945 Constitution and further regulated by Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This article aims to analyze the legal protection of press freedom in Indonesia and the challenges faced in its implementation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although press freedom is normatively well protected, practical challenges remain, including the criminalization of journalists, the use of ambiguous provisions under the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), and political as well as economic pressures on media institutions. Therefore, strengthening regulatory frameworks, ensuring consistent law enforcement, and enhancing media independence are essential to guarantee responsible press freedom within the framework of a rule-of-law state.
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INTRODUCTION 
Kaitannya dengan dunia pendidikan, pers selalu berperan aktif, karena salah satu fungsi pers adalah pendidikan. Selain memberikan informasi, penyebaran pengetahuan baru, pers juga tentunya memiliki fungsi mendidik dan menghibur (Hannah Mahfuzhah and Anshari Anshari, 2018: 137–49). Dalam mensosialisasikan program unggulan sekolah, keterlibatan pers sangat signifikan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui informasi yang sehat dan akuntabel. Kehadiran pers di tengah masyarakat tentunya memberi dampak positif untuk  sarana informasi masyaraat. Begitu juga bagi sekolah rujukan, pers memberi dukungan melalui penyebaran informasi dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Harus diakui, persoalan pendidikan masih sangat komplek. Butuh peran aktif kita semua dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdasarkan tujuan pendidikan Nasional.  
Kebebasan pers merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Dalam negara hukum (rechtsstaat), kebebasan pers bukan sekadar hak individu, melainkan juga instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pers memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, serta pengawas jalannya pemerintahan. Tanpa kebebasan pers, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara akan sulit terwujud.
Pada hakikatnya, Negara demokrasi tidak dapat melakukan sesuatu penjaminan yang dianggap mutlak terhadap suatu kebebasan. Dimana perlu adanya komitmen dalam membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Kebebasan tersebut merujuk kepada kemampuan media massa/pers untuk melakukan penyiaran berita dengan sebebasnya (dengan memperhatikan sesuatu yang diterapkan dengan norma tanpa melanggar norma tersebut) tanpa adanya rasa takut terhadap pengenaan sanksi kepada media massa (Roumeen Islam, 2006 : 5).  
Melalui peran media massa, setiap orang, kelompok maupun lembaga, dapat terlibat dalam pemberian informasi untuk sampai pada penerima informasi (Ade Putranto Prasetyo, 2020). Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan lembaga pendidikan untuk berperan aktif, bersinergi menyampaikan pesan-pesan positif  melalui media dalam hal ini pers sehingga dapat diketahui publik. Kata pers berasal dari bahasa Belanda yang artinya menekan. Arti yang sama ditemukan juga dalam bahasa Inggris yaitu press. Demikian yang diungkapkan Ade Putranto. Makna menekan atau mengepres berasal dari pengertian menekan atau mengepres berawal dari pengertian perantara berkomunikasi antar individu dalam sebuah masyarakat melalui mekanisme percetakan, yang kemudian berkembang menjadi istilah pres hingga mengalami perluasan makna yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, yang tidak sebatas junalistik cetak melainkan merambah hingga juralistik elektronik. Pengertian pers menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Ade Putranto Prasetyo, 2020).
Bentuk persamaan hak, salah satunya adalah memberikan kebebebasan kepada warga negara dalam menyampaikan pendapat. Dimana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Istilah Pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti Press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (printed publication). Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin Dalam rentang waktu peradaban manusia, Pers merupakan salah satu sarana perubahan dan kemajuan masyarakat dan negara. Hal ini dikarenakan pers berfungsi menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi socsal dan partisipasi masyarakat. Demikian signifikansinya fungsi Pers maka seyogyanya Pers harus mendapat tempat dan perlakuan yang sama dalam mengembangkan jati dirinya.  
Kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis maka dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di era reformasi seperti sekarang justru kekerasan terhadap pers mengalami peningkatan, kebebasan undang-undang pers sudah sangat jelas, setiap proses kegiatan jurnalistik dilindungi hukum. kenyataannya masih banyak jurnalis yang mendapat intimidasi dan kekerasan. Undang-Undang Pers telah memberikan jaminan keamanan terhadap wartawan atau insan pers dalam menjalankan tugasnya guna memberikan keterangan informasi kepada publik. Akan tetapi setelah 18 tahun Undang-Undang Pers ini berdiri kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana. Ada begitu banyak pelanggaran terhadap hak pers dalam hal ini hak wartawan yang terjadi di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap wartawan mengalami peningkatan. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukun (LBH), pelanggaran kebanyakan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga oleh aparat pemerintah dan masyarakat. Sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, Pers sesunggunhnya memiliki tugas melaksanakan kegiatan jurnalistik meliput mencari, memperoleh, memiliki dan meyampaikan informasi yang baik dalam bentuk tulisan suara  gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pers (Sentosa Sembiring, 2005:183). 
Media massa/pers dapat melakukan penyiaran berita bergantung dengan berita yang dimuatnya, media massa dapat melakukan pemilihan untuk meyiarkan sebuah konten berita yang dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik tanpa adanya unsur norma yang dilanggar. Sebuah media massa/pers harus memperhatikan ke-objektivitas dalam menyampaikan berita, agar berita tersebut memiliki unsur kualitas yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward Herman, bahwa kunci dari kualitas sebuah media massa tersebut berada pada bagaimana media massa/pers tersebut melakukan penyiaran berita yang tidak memihak kepada satu pihak yang memiliki kekuasaan, menetapkan kelayakan berita berdasarkan nilai berita yang diterapkan secara konsisten yang tidak berpengaruh oleh agenda politik, dan bias ideology tertentu, dan tidak terkompromikan oleh perimbangan strategis atau untung-rugi. 
Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, peraturan perundangan-undangan yang dijadikan landasan juga berubah termasuk juga dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pers. Kebebasan pers untuk menyampaikan, menyiarkan, dan memberitakan sebuah berita dijamin oleh konstitusi Negara dimana pers tersebut berada (Metalinda, 2017 : 76). Sehingga kebebasan pers tersebut bersifat universal dan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Piagam HAM PBB (Universal Declaration of Human Rights) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah.  
Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi kebebasan pers. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi warga negara. Namun demikian, meskipun perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya pembatasan dan tekanan terhadap pers. Beberapa kasus kriminalisasi jurnalis, intimidasi, hingga penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE menunjukkan bahwa kebebasan pers belum sepenuhnya terlindungi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

RESEARCH METHODS 
	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (legal reseach), yaitu menelaah dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan relevan dengan asas-asas hukum terkait perlindungan hukum kebebasan pers. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:  Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kedua, Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrindoktrin hukum.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
1. Konsep Pendidikan Warga Negara Terhadap Kebebasan Pers dalam Negara Hukum	
Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin jeadian jepada warga negaranya (Muntoha, 2013 : 1). Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori pelindungan hukum. Menurut Salmond tujuan, hukum harus dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan lain, Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum baik sebagai upaya preventif maupun respresif, baik lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu perkara khusus dari berjalannya hukum itu sendiri, dengan pengertian bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman (Anggun Lestari Suryamizon, 2017 : 9).
Negara hukum menempatkan hukum sebagai supremasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan pers tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan informasi, tetapi juga kebebasan dari campur tangan dan sensor pemerintah.
fungsi pers sebagai pendidikan artinya pers memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang belum diketahui masyarakat yang dapat dijamin kebenarannya sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan dari informasi yang diberikan. Sebagai media pendidikan pers juga dapat mengembangkan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat denga cara mencari dan mendapati berita dari media massa yang akan menambah pengetahuan wawasan dan ilmunya. Sebagai pelajar fungsi pendidikan sangat lah penting seperti mencari materi pembelajaraan dari berbagai media khususnya media internet.
Kebebasan pers atau sering disebut kemerdekaan pers, dalam istilah Bahasa Inggris disebut freedom of the press. John C. Nerone (1995:77) mendefinisikan Freedom of the press sebagai kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media termasuk berbagai media elektronik dan cetak. Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai cetusan yang bersifat lahariah kemanusiaan di mana pun manusia berada. Nilai kemanusiaan adalah naluri mengeluarkan perasaan hati kepada orang lain sebagai pribadi yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari keinginannya untuk menegaskan eksistensinya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (freedom of the opinion and expression) Kebebasan berbicara (freedom of the speech) Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara di mana pun pers berada. Oleh sebab itu, jaminan kebebasan pers bersifat universal. Hal ini dijamin dalam Piagam HAM PBB (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah. 
Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut dijamin dalam ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu, antara lain sebagai berikut : 
· Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang". 
· Pasal 28 F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." 
· TAP MPR No. 20 XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang isinya "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluaran yang tersedia". 
· Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, utamanya dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia yakni "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolah informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia". 

2. Pengaturan Kebebasan Pers Sebagai Sarana Informasi dalam Hukum Positif Indonesia
Pengaturan utama mengenai kebebasan pers terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Undang-undang Pers juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab dan hak koreksi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etik dan administratif, bukan pendekatan pidana. Dewan Pers berperan penting dalam menjaga independensi dan profesionalisme pers. Namun demikian, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih antara UU Pers dan peraturan lain seperti KUHP dan UU ITE. Beberapa kasus menunjukkan bahwa jurnalis dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, meskipun karya jurnalistiknya seharusnya dilindungi oleh UU Pers.
Peraturan perundangan-undangan yang dijadikan landasan juga berubah termasuk juga dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pers. Kebebasan pers untuk menyampaikan, menyiarkan, dan memberitakan sebuah berita dijamin oleh konstitusi Negara dimana pers tersebut berada (Metalinda, 2017 : 76). Sehingga kebebasan pers tersebut bersifat universal dan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Piagam HAM PBB (Universal Declaration of Human Rights) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah. 
Dalam menjalankan kebebasan tersebut, yang dimaksud dengan kebebasan berbicara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan hak asasi manusia. Dalam ketentuan perundang-undangan hak asasi tersebut dijamin dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tersebut terdapat pada : 
1. Pasal 28 UUD 1945
2. Pasal 28 F UUD 1945
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 da 21.
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia,  
Pada saat masa berkuasanya rezim Orde Baru, adanya beberapa pasal sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mengenai mengemukakan pendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 tidak terlaksana dengan baik, hal ini juga berdampak pada sistem demokrasi Negara dimana pada sistem demokrasi menyampaikan sebuah pendapat merupakan salah satu unsur utama dalam sistem pemerintah yang bercirikan Negara demokrasi (Satrio Saptohadi, 2011 : 128).
Hal yang tidak mencirikan Negara demokrasi tersebut berdampak pada pengaturan mengenai peran dan fungsi lembaga pers. Dimana pada saat itu diberlakukakannya peraturan mengenai pers, yaitu terdapat pada : 
1. Tap MPR Nomor 11 tahun 1983 tentang GBHN mengenai penerangan dan media massa. 
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1967 yang dapat disebut UUP lama (UUPL). 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers 
5. Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1967 tentang wartawan 
6. Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02/Per/Menpen/1969 tentang Penerbitan pers
7. Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin  Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat ‘SIUPP’, yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
8. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Tantangan dalam Perlindungan Kebebasan Pers Sebagai Saran Informasi Warga Negara
Pendidikan sebagai bagian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah kemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukan manusia dalam lingkup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuankemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Pendidik (guru) yang baik adalah vital bagi kemajuan dan juga keselamatan bangsa. Guru tidak hanya menyampaikan idea-idea, tetapi hendaknya menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yang kreatif, suatu simbol kedamaian dan ketenangan dalam suatu dunia yang dicemaskan dan dianiaya.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu di junjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Termasuk tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Hak mendapatkan informasi Adalah bagian dari kebebasan pers dalam negara demokratis. Pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas dan kepekaan. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan memiliki peran penting. Sarana akses informasi Adalah bagian dari pelaksanaan Pendidikan sesuai perintah konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus mempu memberikan kemudahan akses informasi, dengan berkembangnya pers yang terbuka sebagai dampak positif kemajuan Pendidikan nasional.
Perlindungan Hukum dalam pers adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan Masyarakat, sarana sosial, sarana Pendidikan ataupun kebudayaan, sekaligus perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, merupakan salah satu bagian dari perlindungan Masyarakat melalui media informasi sehingga publik dapat mengetahui dan menjadikan sarana pembelajaran dalam kehidupan sosial. 
Rakyat Indonesia meyakini Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berguna melindungi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dengan dasar tersebut telah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan dengan demikian disebut dengan Prinsip Negara hukum atau rechtstaat (Firman Floranta Adonara, 2016 : 48).
Prinsip hukum tersebut menjadi salah satu landasan bagi Pers untuk mendapat kebebasan yang dijamin oleh hukum yang bertujuan untuk kepentingan publik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Pers menghormati hak asasi manusia setiap orang, terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat dan professional (Dandhy Dwi Laksono, 2012 : 25).
Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers Pasal 1 dikatakan bahwa “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi  pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. 
Kebebasan pers dijamin oleh hukum ditunjukan untuk kepentingan publik, sehingga dalam melaksanakan fungsi, hal, kewajiban, dan peranannya pers juga menghormati hak asasi setiap orang, profesional dan terbuka untuk dikontrol olehmasyarakat. Wartawan yang merupakan sekelompok warga negara yang menjalakan profesi untuk memenuhi hak asasi masyarakat untuk berekpresi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial terjamin oleh negara, profesi yang termasuk memiliki keistimewaan dan manusia pilihan karena pada saat menjalankan tugasnya wartawan diberikan kebebasan memasuki ruang seorang pejabat publik, dan  diberikan senjata untui menyelidiki kiprah pejabat pubklik serta mengontrol secara bertanggung jawab.
Tantangan utama dalam perlindungan kebebasan pers adalah kriminalisasi terhadap jurnalis. Penggunaan pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan UU ITE seringkali menimbulkan efek jera (chilling effect) terhadap kerja jurnalistik. Selain itu, tekanan politik dan ekonomi terhadap media juga menjadi persoalan serius. Kepemilikan media oleh kelompok tertentu dapat memengaruhi independensi redaksi. Hal ini berpotensi mengurangi objektivitas dan keberimbangan pemberitaan. Tantangan lainnya adalah kekerasan terhadap jurnalis. Beberapa laporan menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan fisik terhadap wartawan saat meliput peristiwa tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam praktik. 

CONCLUSION 
	Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Dasar1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai sarana Pendidikan warga negara untuk dapat mengakses segala bentuk informasi dan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan nilai-nilai norma. Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi manusia dan sebagai pilar demokrasi dalam negara hukum. Namun, dalam praktik masih terdapat berbagai tantangan seperti kriminalisasi jurnalis, penggunaan pasal karet dalam regulasi lain, serta tekanan politik dan ekonomi terhadap media. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik norma antara UU Pers dan regulasi lainnya. Selain itu, peran Dewan Pers perlu diperkuat, serta aparat penegak hukum harus memahami prinsip lex specialis UU Pers dalam menangani sengketa pers. Dengan demikian, kebebasan pers yang bertanggung jawab dapat terwujud secara optimal dalam kerangka negara hukum Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
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